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PERATURAN BUPATI NO.27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
REMBANG 

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melakukan 
penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; 
 

-  dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523);  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang 
Penyelesaian Tuntunan Ganti Kerugian Daerah 



Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 161); Peraturan Badan Pemeriksa 

Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 

Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 147); Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 54); 

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 17 Juli 2020 dan ditetapkan 17 Juli 2020 

 

 


